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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam sebuah Instansi Pemerintah Sumber Daya Manusia atau karyawan 

merupakan faktor yang sangat penting karena sumber daya manusia 

menyumbangkan tenaga, fikiran, dan keterlibatannya dalam mencapai tujuan 

organisasi. Sebagai kompensesi peranan pegawai tersebut, maka diberikan gaji 

sesuai standar. Bagi instansi pemerintah, gaji dan upah merupakan pos aktiva 

yang jumlahnya besar dan memiliki risiko kemungkinan terjadinya manipulasi. 

Untuk itu pihak yang terkait harus memberikan perhatian dan pengawasan 

terhadap sistem penggajian. 

Instansi Pemerintah perlu mengaplikasikan suatu sistem penggajian yang 

dapat mengatasi adanya kesalahan dan penyimpangan dalam perhitungan dan 

pembayaran gaji. Sistem penggajian merupakan sistem pembayaran atas jasa yang 

diserahkan oleh pegawai yang dibayarkan setiap bulannya. Sistem penggajian 

yang baik memampukan istansi pemerintah memotivasi semangat kerja pegawai 

yang kurang produktif dan mempertahankan pegawainya yang produktif, sehingga 

tujuan instansi pemerintah tercapai dengan produktifitas pegawai yang tinggi. 

Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang 

terpadu untuk melaksanakan kegiatan perusahaan (Mulyadi,2016:6). Dengan 

adanya sistem penggajian dan pengupahan mulai dari perhitungan gaji dan upah 

tersebut dibayarkan secara efisien serta memberikan kemudahan dalam
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pengendalian berupa pengawasan pelaksanaan penggajian dan pengupahan dari 

tiap-tiap yang terkait. 

Sistem dan Prosedur penggajian dan pengupahan setiap perusahaan 

memiliki kelebihan dan kekurangan dengan melihat dari praktek serta peristiwa-

peristiwa yang sering terjadi, sehingga dilakukan perbaikan, baik pada 

departemen yang terkait, tugas dan fungsinya bahkan terhadap sistem dan 

prosedur itu sendiri bila dianggap perlu. Dalam sistem pembayaran gaji dan upah 

dapat dibedakan berdasarkan status ikatan kerjanya pada dinas yang bersangkutan. 

Gaji umumnya  merupakan pembayaran atas penyerahan atas jasa yang dilakukan 

oleh pegawai pelaksanaan. Umumnya gaji dibayarkan secara tetap perbulan, 

sedangkan upah dibayarkan berdasarkan hari kerja atau jumlah satuan produk 

yang dihasilkan oleh karyawan. 

Dalam perusahaan manufaktur, pembayaran kepada pegawai biasanya 

dibagi menjadi dua golongan: gaji dan upah. Gaji umumnya merupakan 

pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh pegawai yang mempunyai 

jenjang jabatan manajer, sedangkan upah umumnya merupakan pembayaran atas 

penyerahan jasa yang dilakukan oleh pegawai pelaksana (buruh). Umumnya gaji 

dibayarkan secara tetap per bulan, sedangkan upah dibayarkan berdasarkan hari 

kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh pegawai. 

Sistem penggajian dan upah dalam setiap dinas sangat mempengaruhi 

dinas untuk menjalankan aktifitasnya. Untuk hal itu dinas harus berhati-hati dalam 

mengeluarkan kebijakan sehingga tidak terjadi kesalahan pahaman antara dinas 

dan pegawai sehingga kedua belah pihak tidak merasa dirugikan.  
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Untuk kelancaran perusahaan dimasa yang akan datang, maka diperlukan suatu 

sistem penggajian dan pengupahan pegawai yang harus dibayar, tidak peduli 

berapa banyak jumlah pegawai yang ada di dinas. 

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas judul penelitian 

“Prosedur Penggajian dan Pengupahan Pada Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah Provinsi Riau”. 

B. Tujuan Praktek Kerja Lapangan 

Tujuan dalam praktek kerja lapangan ini secara garis besar adalah untuk 

mengetahui sistem penggajian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Provinsi Riau apakah sudah berjalan secara efektif dan efisien. 

C. Manfaat Praktek Kerja Lapangan  

1. Bagi penulis dapat menambah wawasan bagaimana penerapan sistem 

akuntansi penggajian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Provinsi Riau. 

2. Bagi badan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan 

dalam sistem penggajian dan pengupahan. 

3. Bagi penulis lainnya, diharapkan menjadi sumbangan dan bahan 

perbandingan bagi praktek kerja lapangan lainnya dalam penelitian 

kesamaan objek penelitian yang akan meneliti tentang penggajian dan 

pengupahan. 
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D. Sistematika Penulisan 

  Dalam sistem penulisan Praktek Kerja Lapangan ini dibagi atas lima bab. 

Dimana masing-masing bab dibagi atas beberapa sub yang saling berhubungan 

dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I  :PENDAHULUAN 

 Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang menjadi 

alasan pemilihan Praktek Kerja Lapangan, tujuan Praktek Kerja 

Lapangan, Manfaat Praktek Kerja Lapangan serta sistematika 

penulisan. 

BAB II :GAMBARAN UMUM INSTANSI 

 Bab ini adalah bab yang menguraikan sejarah singkat tentang 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pekanbaru, struktur 

organisasi dan gambaran umum aktivitas perusahaan. 

BAB III :PROSEDUR PENGGAJIAN DAN PENGUPAHAN PADA 

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

PROVINSI RIAU 

 Bab ini menguraikan materi mengenai Prosedur Akuntansi 

Penggajian yang berkaitan dengan praktek kerja lapangan di 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau. 
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BAB IV :ANALISIS PROSEDUR PENGGAJIAN DAN 

PENGUPAHAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN 

DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU 

 Dalam bab ini penulis menguraikan pembahasan data dan analisa 

dari penelitian sebagai bahan perbandingan antara teori  dan 

praktek yang diterapkan. 

BAB V :PENUTUP 

   Merupakan bab penutup dari penulisan Laporan Akhir   

   yang membuat kesimpulan dan sarannya yang diperoleh   

   dari  praktek kerja lapangan. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM INSTANSI 

A. Sejarah Singkat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi 

Riau 

 BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) berdiri pada 

tanggal 1 Januari 2014. Pada saat itu bernama Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Provinsi Riau yang merupakan penggabungan 2 (dua) Bagian di 

Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Riau yaitu Bagian Keuangan dan Bagian 

Perlengkapan. Penggabungan dua bagian tersebut bertujuan untuk 

memaksimalkan tugas dan fungsi sebagai pengelola keuangan dan aset 

dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau sebagai komitmen nyata Pemerintah 

Provinsi Riau untuk mewujudkan keinginan meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat. 

 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau pada saat itu 

terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 tahun 2013 

tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 tahun 2008 

tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok 

Lembaga Teknis Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Peraturan 

Walikota Nomor 85 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Walikota 

Pekanbaru Nomor 18 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 

Lembaga Teknis Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau. 

 Terhitung Januari 2017 Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Riau 

berubah nama menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau 
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berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan 

Walikota Pekanbaru Nomor 118 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah Provinsi Riau. 

 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dibentuk berdasarkan 

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi 

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis 

Daerah Provinsi Riau. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai 

tugas membantu kepala daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan 

daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset serta melaksanakan 

penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada 

Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah. 

B. Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau 

1) Visi yaitu terwujudnya tata kelola keuangan dan aset pemerintah 

provinsi riau yang baik, profesional, dan handal. 

2) Misi 

a) Meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan integritas aparatur 

pengelola keuangan dan aset daerah. 

b) Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang 

transparan, akuntabel, fungsional, memiliki kepastian hukum dan 

kepastian nilai dan berbasis teknologi informasi. 
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c) Melaksanakan pembinaan dan fasilitas pengelola keuangan dan 

aset daerah kabupaten/kota. 

C. Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Provinsi Riau 

Gambar II.1 

Struktur Organisasi 

 

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau 
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 Uraian tugas dari masing-masing satuan organisasi Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah digambarkan sebagai berikut : 

a. Sekretariat 

Tugas: 

Menyelenggarakan urusan pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian 

Keuangan dan Perlengkapan dan Subbagian Umum. 

Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri dari: 

1. Subbagian Perencaan Program 

Tugas: 

a) Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbagian 

Perencanaan Program berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan kegiatan; 

b) Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi  tugas pokok 

dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis; 

2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan 

Tugas: 

a) Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbagian 

Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan; 

b) Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi  tugas pokok 

dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis; 
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3. Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Tugas: 

a) Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbagian 

Umum berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan kegiatan; 

b) Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi  tugas pokok 

dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis; 

b. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah 

Tugas: 

Menyelenggarakan urusan pada Subbidang penerimaan kas daerah dan 

Subbidang pengeluaran kas daerah. 

Susunan organisasi Bidang Perbendaharaan Kas Daerah, terdiri dari: 

1. Subbidang Penerimaan Kas Daerah 

Tugas: 

a) Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbidang 

Penerimaan Kas Daerah berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan kegiatan; 

b) Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi  tugas pokok 

dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis; 
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2. Subbidang Pengeluaran Kas Daerah 

Tugas: 

a) Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbidang 

Pengeluaran Kas Daerah berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan kegiatan; 

b) Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi  tugas pokok 

dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis; 

c. Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD Kab/Kota 

Tugas: 

Menyelenggarakan urusan pada Subbidang Pembinaan dan Evaluasi APBD 

Kab/Kota dan Subbidang Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota. 

Susunan organisasi Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD Kab/Kota, terdiri dari: 

1. Subbidang Pembinaan dan Evaluasi APBD Kab/Kota 

Tugas: 

a) Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbidang 

Pembinaan dan Evaluasi APBD Kab/Kota berdasarkan tugas, fungsi 

dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan; 

b) Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi  tugas pokok 

dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis; 
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2. Subbidang Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota 

Tugas: 

a) Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbidang 

Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota berdasarkan tugas, 

fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan; 

b) Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi  tugas pokok 

dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis; 

d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan 

Tugas: 

Menyelenggarakan urusan pada Subbidang Akuntansi dan Konsolidasi dan 

Subbidang Analisa Data dan Pelaporan. 

Susunan Organisasi Bidang Akuntansi dan Pelaporan 

1. Subbidang Akuntansi dan Konsolidasi 

Tuagas: 

a) Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbidang 

Akuntansi dan Konsolidasi berdasarkan tugas, fungsi dan renstra 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan; 

b) Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi  tugas pokok 

dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis; 
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2. Subbidang Analisa Data dan Pelaporan mempunyai tugas pokok 

menyelenggarakan urusan analisa data dan pelaporan 

Tugas: 

a) Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbidang 

Analisa data dan Pelaporan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan; 

b) Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi  tugas pokok 

dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis; 

e. Bidang Anggaran Daerah 

Tugas: 

Menyelenggarakan urusan pada Subbidang Penyusunan Anggaran dan 

Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran. 

Susunan Organisasi Bidang Anggaran Daerah, terdiri dari: 

1. Subbidang Penyusunan Anggaran 

Tugas: 

a) Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbidang 

Penyusunan Anggaran berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan kegiatan; 

b) Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi  tugas pokok 

dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis; 
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2. Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran mempunyai tugas pokok 

menyelenggarakan urusan evaluasi dan pengendalian anggaran. 

Tugas: 

a) Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbidang 

Evaluasi dan Pengendalian Anggaran berdasarkan tugas, fungsi dan 

renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan; 

b) Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi  tugas pokok 

dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis; 

f. Bidang Administrasi dan Analisa Kebutuhan Aset 

Tugas: 

Bidang Administrasi dan Analisa Kebutuhan Aset mempunyai tugas pokok 

menyelenggarakan urusan pada Subbidang Administrasi Aset dan  Subbidang 

Analisa Kebutuhan Aset 

1. Subbidang Administrasi Aset mempunyai tugas pokok 

menyelenggarakan urusan administrasi asset 

Tugas: 

a) Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbidang 

Administrasi Aset berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan kegiatan; 

b) Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi  tugas 

pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis; 
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2. Subbidang Analisa Kebutuhan Aset mempunyai tugas pokok 

menyelenggarakan urusan kebutuhan asset. 

Tugas: 

a) Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbidang 

Analisa Kebutuhan Aset berdasarkan tugas, fungsi dan renstra 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan; 

b) Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi  tugas 

pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis; 

g. Bidang Pengadaan dan Pemeliharaan Aset 

Tugas: 

Bidang Pengadaan dan Pemeliharaan Aset mempunyai tugas pokok 

menyelenggarakan urusan pada Subbidang Pengadaan Aset dan  Subbidang 

Pemeliharaan Aset. 

Susunan Organisasi Bidang Pengadaan dan Pemeliharaan Aset, terdiri dari : 

1. Subbidang Pengadaan Aset mempunyai tugas pokok menyelenggarakan 

urusan pengadaan asset. 

Tugas: 

a) Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbidang 

Pengadaan Aset berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan kegiatan; 

b) Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi  tugas pokok 

dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis; 
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2. Subbidang Pemeliharaan Aset mempunyai tugas pokok menyelenggarakan 

urusan pemeliharaan asset. 

Tugas: 

a) Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbidang 

Pemeliharaan Aset berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan kegiatan; 

b) Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi  tugas pokok 

dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis; 
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BAB III 

PROSEDUR AKUNTANSI PENGGAJIAN PADA BADAN PENGELOLA 

KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU 

Posedur penggajian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Provinsi Riau dilakukan dengan sistem bulanan, yaitu menggaji pegawai dengan 

pekerjaan mereka masing-masing. Seperti, jabatan dan golongan pegawai. 

A. Dokumen yang digunakan 

Dalam prosedur penggajian dan pengupahan pada Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau memiliki beberapa dokumen 

yang digunakan untuk melakukan transaksi penggajian. Dokumen-

dokumen yang digunakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut: 

1. Buku Jam Hadir 

Dokumen ini berupa buku absen yang diberikan oleh bagian umum 

kepada setiap bidang untuk pegawai tetap yang bekerja pada bidang 

tersebut. 

2. Daftar Gaji 

Dokumen ini berisi mengenai jumlah gaji bruto dan dikurangi 

potongan yang menjadi kewajiban setiap pegawai yang bekerja di 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau. 

3. Rekap Gaji 

Dokumen ini merupakan ringkasan dari  gaji pokok pegawai, 

tunjangan-tunjangan, dan potongan-potongan yang dibuat berdasarkan 
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daftar gaji. Dan diketahui gaji bersih pegawai dan akan diberikan 

kepada pegawai tetap atau tidak tetap. 

B. Fungsi yang Terkait 

Dalam prosedur penggajian dan pengupahan pada Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau ada beberapa fungsi yang saling 

berhubungan, sebagai berikut: 

1. Fungsi Sub. Bagian Umum 

Dalam fungsi penggajian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Provinsi Riau, fungsi dari Sub. Bagian Umum adalah 

mengumpulkan data dan menyiapkan bahan usul kenaikan pangkat, 

kenaikan gaji berkala, pensiun, pemberian penghargaan, penempatan 

formasi, kesejahteraan pegawai, mutasi, pemberhentian pegawai, 

diklat, ujian diklat, ujian dinas, izin belajar, pembuatan kartu pegawai 

(KARPEG), Asuransi Kesehatan (ASKES), TASPEN, Kartu 

Istri/Suami (Karis/Karsu). 

2. Fungsi Sub. Bagian Keuangan 

Dalam fungsi penggajian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Provinsi Riau, fungsi dari Sub. Bagian Keuangan adalah 

mengelola tata usaha keuangan dan aset penyiapan pembayaran gaji 

pegawai. 
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C. Prosedur Penggajian Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Provinsi Riau 

Gambar III. 1  

Flowchart  
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1. Data kehadiran setiap pegawai yang sudah berupa rekapan perhari 

pada tanggal cut off sudah diperiksa ulang kebenarannya dan siap 

dijadikan data penggajian. 

2. Sub. Bagian umum dan kepegawaian menerima data kehadiran yang 

sudah valid tersebut agar bisa diproses untuk penggajian. 

3.  Lalu Bendahara Gaji menerima data kehadiran yang sudah valid dan 

langsung memproses data penggajian perorang. 

4. Setelah proses data penggajian selesai, Bendahara Gaji sudah punya 

daftar gaji pegawai sesuai dengan golongannya masing-masing. 

5. Kemudian daftar gaji diserahkan kebagian KASDA Pengeluaran untuk 

meminta tandatangan dan persetujuan. 

6. Bank yang bersangkutan menerima daftar gaji tersebut dan langsung 

ditransfer kerekening pribadi masing-masing pegawai pada tanggal 

yang telah ditentukan.  

7. Pegawai pada tanggal penggajian yang sudah ditetapkan, mengambil 

gajinya melalui ATM yang sudah ditentukan. 

8. Selesai.  

D. Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah 

Provinsi Riau 

 Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, 

penggajian dan pengupahan setiap pegawai tertera pada Peraturan 

Walikota Pekanbaru No. 89 Tahun 2017 tentang Penghasilan Negeri Sipil 
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dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota 

Pekanbaru. 

Tabel III. 2 

Penghasilan Pegawai Negeri  

No. Jabatan/PNS/CPNS Besar Tambahan 

Penghasilan (Rp.) 

KET 

 Golongan IV 2.000.000,00  

 Golongan III 1.750.000,00  

 Golongan II 1.500.000,00  

 Golongan I 1.450.000,00  

 

No. Pejabat/PNS/CPNS Besar Tambahan 

Tambahan 

Penghasilan 

(Rp.) 

KET 

 Pengelola Keuangan   

1 Koordinator Pengelola Keuangan 25.000.000,00  

2 Wa. Koordinator Pengelola 

Keuangaan 

17.500.000,00  

3 Pejabat Pengelola Keuangan 

Daerah/BUD 

17.500.000,00  

4 Sekretaris PPKD/BUD 14.000.000,00  

 

E. Unsur Pengendalian Internal  

1. Organisasi 

a. Fungsi Sub. Bagian Umum sebagai pembuat daftar hadir pegawai harus 

terpisah dengan Sub. Bagian Keuangan yang berfungsi sebagai pengelola 

pembayaran gaji pegawai. 

b. Fungsi Sub. Bagian Keuangan yaitu mencairkan dana berupa uang 

untuk membayar gaji pegawai. 
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c. Fungsi Sub. Bagian Umum sebagai pembuat daftar hadir pegawai 

harus terpisah dengan Sub. Bagian Keuangan yang berfungsi sebagai 

pengelola pembayaran gaji pegawai. 

d. Fungsi Sub. Bagian Keuangan yaitu mencairkan dana berupa uang 

untuk membayar gaji pegawai. 

2. Sistem Otoritas 

a. Setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji harus 

memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai di Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau. 

b. Setiap perubahan-perubahan gaji pegawai karena perubahan pangkat, 

perubahan gaji harus didasarkan pada surat keputusan dari Sub. 

Bagian Umum Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi 

Riau. 

c. Setiap buku jam hadir atau absensi diotoritasi oleh Sub. Bagian 

Umum. 

d. Daftar gaji harus ditandatangani oleh Kepala Keuangan yang 

diotoritasi oleh Kepala Badan. 

3. Prosedur Pencatatan 

Prosedur pencatatan untuk membuat penghasilan gaji pegawai yang 

direkonsiliasi dengan daftar gaji, lalu staff keuangan yang membuatnya 

dalam bentuk rekap gaji pegawai yang digunakan untuk data penggajian 

pegawai. 

 



23 
 

 

 
 

4. Praktek Yang Sehat 

  Untuk meningkatkan kinerja yang baik dan bagus pada Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, ada beberapa praktek 

yang dianggap baik dan untuk meningkatkan kinerja pegawai, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Setiap pegawai wajib mengisi buku jam hadir atau absen menurut 

bidang nya masinh-masing. 

b. Setiap pegawai wajib mengikuti aturan jam kerja yang sudah 

berlaku pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi 

Riau. 

c. Setiap daftar gaji pegawa pada Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah Provinsi Riau haris diverifikasi kebenarannya 

sebelum dilakukan nya pencairan dana. 

d.  Semua catatan penghasilan pegawai disimpan oleh badan 

keuangan yang berada di Badan Pengelola Keungan dan Aset 

Daerah Provinsi Riau. 
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BAB IV 

ANALISIS PROSEDUR PENGGAJIAN DAN PENGUPAHAN PADA 

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI 

RIAU 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian Prosedur 

Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau langkah-langkah yang harus 

dijalani untuk mendapat kan sebuah hasil yang diinginkan. Dimana pada 

akuntansi terdiri dari kegiatan untuk mencatatan buku jurnal, mencatat 

informasi kedalam formulir, dan buku besar, memberi kode, menggandakan, 

menghitung, menulis, membandingkan dan memindah. 

Mulyadi (2013:5) menyatakan bahwa: 

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan 

beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dubuat untuk 

menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi 

berulang-ulang. 

Ida Nuraida (2011:35) menyatakan bahwa: 

Prosedur adalah urutan langkah-langkah atau pelaksanaan-pelaksanaan 

kerja, dimana pekerjaan tersebut dilakukan, berhubungan dengan apa yang 

dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana melakukannya, dimana 

melakukannya, dan siapa yang melakukannya. 

Menurut definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, prosedur adalah 

serangkaian kegiatan yang pastinya akan tercantum cara bagaimana setiap tugas 
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dilakukan dan oleh siapa saja tugas tersebut harus diselesaikan. Agar prosedur 

yang dibuat memiliki tujuan untuk mempermudah kita dalam melaksanakan suatu 

kegiatan. 

2.  Pengertian Penggajian dan Pengupahan 

Gaji dan pengupahan adalah suatu bentuk pembayaran atas penyerahan jasa 

dalam suatu kontrak kerja dan umumnya gaji dibayarkan secara tetap perbulan 

kepada para pegawai.  

Achmad (2010:9) menyatakan bahwa: 

Gaji adalah imbalan kepada pegawai yang diberi tugas-tugas dan pimpinan 

yang jumlah bisanya tetap secara bulanan atau tahunan. Disamping itu 

pegawai mungkin memperoleh manfaat-manfaat yang diberikan dalam 

bentuk tunjangan, misalnya tunjangan jabatan, tunjangan perumahan, 

tunjangan pengobatan, tunjangan hari raya, uang transport, uang makan dan 

lain-lain. 

Mulyadi (2016:309) menyatakan bahwa: 

Gaji umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan 

oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer, sedangkan upah 

umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh 

karyawan pelaksana (buruh). Umumnya gaji dibayarkan secara tetap 

perbulan, sedangkan upah dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau 

jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan. 
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Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, penggajian dan pengupahan  

adalah suatu kegiatan dimana jasa pegawai dibayar setiap bulannya. Dan tujuan 

berikutnya adalah menjamin keadilan atas hak dan kewajiban perusahaan maupun 

pegawai untuk memotivasi agar pegawai mampu meningkatkan kinerja mereka. 

3. Pengertian Prosedur Penggajian dan Pengupahan 

Prosedur penggajian dan pengupahan digunakan untuk mengatasi 

kesalahan dan penyimpangan dalam perhitungan dan pembayaran gaji dan 

upah. Prosedur penggajian dan pengupahan dirancang oleh perusahaan untuk 

memberikan gambaran yang jelas mengenai gaji dan upah karyawan sehingga 

mudah dipahami dan mudah digunakan.  

Mulyadi (2008) menyatakan bahwa: 

Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dirancang untuk menangani 

transaksi perhitungan gaji dan upah pegawai dan pembayarannya, 

perancangan prosedur akuntansi penggajian dan pengupahan ini harus 

dapat menjamin vakliditas, otoritas kelengkapan, klasifikasi penilaian, 

ketetapan waktu dan ketetapan posting dan ikhtisar dari setiap transaksi 

penggajian dan pengupahan. 

4.  Prosedur Informasi Penggajian dan Pengupahan 

Penggajian dalam perusahaan manufaktur melibatkan fungsi kepegawaian, 

fungsi keuangan, dan fungsi akuntansi. Fungsi kepegawaian bertanggung 

jawab dalam pengangkatan karyawan, penetapan jabatan, penetapan tarif gaji 

dan upah, promosi dan penurunan pangkat, mutasi karyawan, penghentian 

karyawan dan pekerjaannya, dan penetapan berbagai tunjangan kesejahteraan 
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karyawan serta perhitungan gaji dan upah karyawan. Fungsi keuangan 

bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran gaji dan upah serta berbagai 

tunjangan kesejahteraan. Fungsi akuntansi bertanggung jawab atas pencatatan 

biaya tenaga kerja dan distribusi biaya tenaga kerja untuk kepentingan 

pehitungan harga pokok produk dan penyediaan informasi guna pengawasan 

biaya tenaga kerja. 

 Informasi yang dibutuhkan oleh manajemen dari kegiatan penggajian 

adalah: 

a. Jumlah biaya gaji yang menjadi beban perusahaan selama periode 

akuntansi tertentu. 

b. Jumlah biaya gaji yang menjadi beban setiap pusat pertanggungjawaban 

selama periode akuntansi tertentu. 

c. Jumlah gaji yang diterima setiap pegawai selama periode akuntansi 

tertentu. 

d. Rincian unsur biaya gaji yang menjadi beban perusahaan dan setiap 

pusat pertanggungjawaban selama  periode akuntansi tertentu. 

5. Dokumen yang Digunakan dalam Penggajian dan Pengupahan 

Mulyadi (2016:310) menyatakan bahwa: 

Dokumen yang digunakan dalam prosedur akuntansi penggajian dan 

pengupahan adalah: 

a. Dokumen pendukung perubahan gaji dan pengupahan 

Dokumen ini umumnya dikeluarkan fungsi kepegawaian berupa surat-

surat keputusan yang terkait dengan karyawan, seperti misalnya surat 
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keputusan pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, perubahan 

tarif upah, penurunan pangkat, pemberhentian sementara dari pekerjaan 

(skorsing), pemindahan, dan lain sebagainya. 

b. Kartu jam hadir 

Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat jam 

hadir setiap karyawan di perusahaan. 

c. Kartu jam kerja 

Dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu yang digunakan oleh 

tenaga kerja langsung pabrik guna mengerjakan pesanan tertentu. 

Dokumen ini diisi oleh penyelia pabrik dan diserahkan ke fungsi 

pembuat daftar gaji dan ipah untuk kemudian dibandingkan dengan krtu 

jam hadir. 

d. Kartu jam hadir 

Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat jam 

hadir setiap karyawan di perusahaan. 

e. Kartu jam kerja 

Dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu yang digunakan oleh 

tenaga kerja langsung pabrik guna mengerjakan pesanan tertentu. 

Dokumen ini diisi oleh penyelia pabrik dan diserahkan ke fungsi 

pembuat daftar gaji dan ipah untuk kemudian dibandingkan dengan krtu 

jam hadir. 
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f. Rekap daftar gaji dan upah 

Dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah perdepartemen, yang 

dibuat berdasarkan daftar gaji dam upah. 

g. Surat penyataan gaji dan upah 

Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah 

bersamaan dengan pembuatan daftar gaji dan upah atau dalam kegiatan 

yang terpisah dari pembuatan daftar gaji dan upah. 

h. Amplop gaji dan upah 

Uang gaji dan upah karyawan diserahkan kepada setiap karyawan 

dalam gaji dan upah. Dihalaman muka amplop gaji dan upah setiap 

karyawan ini berisi informasi mengenai nama karyawan, nomor 

identitas karyawan dan jumlah gaji bersih yang diterima karyawan 

dalam bulan tertentu. 

i. Bukti kas keluar 

Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh 

fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan, berdasarkan informasi dalam 

daftar gaji dan upah yang diterima dari fungsi pembuat daftar gaji dan 

upah. 

j. Bukti kas keluar 

Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh 

fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan, berdasarkan informasi dalam 

daftar gaji dan upah yang diterima dari fungsi pembuat daftar gaji dan 

upah. 
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6. Fungsi yang Terkait 

Mulyadi (2016:318) menyatakan bahwa: 

Fungsi yang terkait dalam prosedur penggajian dan pengupahan adalah 

sebagai berikut: 

a. Fungsi kepegawaian 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, 

menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru, 

membuat surat keputusan tarif gaji dan upah karyawan, kenaikan 

pangkat dan golongan gaji, mutasi karyawan, dan pemberhentian 

karyawan. 

b. Fungsi pencatat waktu 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu 

hadir bagi semua karyawan perusahaan. 

c. Fungsi pembuat daftar gaji dan upah 

Fungsi ini betrtanggung jawab untuk membuat daftar gaji dan upah 

yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan 

yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran 

gaji dan upah. 

d. Fungsi akuntansi 

Dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan, fungsi akuntansi 

bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam 

hubungannya dengan pembayaran gaji dan upah karyawan (misalnya 

utang gaji dan upah karyawan, utang pajak, utang dana pensiun). 
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e. Fungsi keuangan 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji 

dan upah dan menguangkan cek tersebut ke bank. Uang tunai tersebut 

kemudian dimasukkan ke dalam amplop gaji dan upah setiap karyawan, 

untuk selanjutnya, dibagikan kepada karyawan yang berhak. 

7. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem 

Mulyadi (2016:320) menyatakan bahwa: 

Sistem Penggajian terdiri dari jaringan prosedur berikut ini: 

a. Prosedur Pencatatan Waktu Hadir 

Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan. 

Pencatatan waktu hadir ini diselenggarakan oleh fungsi pencatat waktu 

dengan menggunakan daftar hadir pada pintu masuk kantor administrasi 

atau pabrik. 

b. Prosedur Pencatatan Waktu Kerja 

Dalam perusahaan manufaktur yang produksinya berdasarkan pesanan, 

pencatatan waktu kerja diperlukan bagi karyawan yang bekerja di 

fungsi produksi untuk keperluan distribusi biaya upah karyawan kepada 

produk atau pesanan yang menikmati jasa karyawan tersebut. 

c. Prosedur Pembuatan daftar Gaji dan Upah 

Dalam prosedur ini, fungsi pembuat daftar gaji dan upah membuat 

daftar gaji dan upah karyawan. Data yang dipakai sebagai dasar 

pembuatan daftar gaji adalah surat-surat keputusan mengenai 

pengangkatan karyawan baru, kenaikan pengkat, pemberhentian 
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karyawan, penurunan pangkat, daftar gaji bulan sebelumnya, dan daftar 

hadir. 

d. Prosedur Distribusi Biaya Gaji dan Upah 

Dalam prosedur distribusi biaya gaji dan upah, biaya tenaga kerja 

didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati 

manfaat dari tenaga kerja. Distribusi biaya tenaga kerja ini 

dimaksudkan untuk pengendalian biaya dan perhitungan harga pokok 

produk. 

e. Prosedur Pemabayaran Gaji dan Upah 

Prosedur pembayaran gaji dan upah melibatkan fungsi akuntansi dan 

fungsi keuangan. Fungsi akuntansi membuat perintah pengeluaran kas 

kepada fungsi keuangan untuk menulis cek guna pembayaran gaji dan 

upah. Fungsi keuangan kemudian menguangkan cek tersebut ke bank 

dan memasukkan uang ke amplop gaji dan upah. 

8. Sistem Pengendalian Internal 

Mulyadi (2016:130) menyatakan bahwa: 

Unsur pokok sistem pengendalian internal, yaitu sebagai berikut: 

a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional 

secara tegas. Fungsi pembuatan daftar gaji harus terpisah dari fungsi 

keuangan dan fungsi pencatatan waktu hadir harus terpisah dari fungsi 

operasi. 

b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap aset, utang, pendapatan, dan beban. 
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c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi. 

d. Pegawai yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 

B. Analisis Prosedur Akuntansi Penggajian dan Pengupahan Pada 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Riau 

 Analisis pelaksanaan Prosedur Penggajian dan Pengupahan pada 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau. 

1. Dokumen yang digunakan dalam Penggajian dan Pengupahan 

Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sudah 

menggunakan dokumen yaitu kartu jam hadir yang merupakan 

dokumen berupa buku absen yang diberikan oleh bagian umum kepada 

setiap bidang untuk pegawai tetap yang bekerja pada bidang tersebut, 

kemudian daftar gaji merupakan dokumen yang berisi mengenai 

jumlah gaji bruto dan dikurangi potongan yang menjadi kewajiban 

setiap pegawai yang bekerja di Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Provinsi Riau. dan daftar upah, serta rekap daftar gaji dan 

rekap daftar upah merupakan dokumen ringkasan gaji dan upah 

perdepartemen, yang dibuat berdasarkan daftar gaji dam upah. 

2. Fungsi yang terkait pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Provinsi Riau. 

Fungsi yang terkait pada prosedur penggajian dan pengupahan pada 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau tidak 

sesuai dengan teori yang dipelajari, dimana seharusnya ada fungsi 
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kepegawaian, fungsi pencatatan waktu, fungsi pembuatan daftar gaji 

dan upah, fungsi akuntansi, dan fungsi keuangan. Sedangkan pada 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau hanya ada 

fungsi Sub.Bagian Umum dan Sub.Bagian Keuangan. 

3. Pengendalian Internal pada Penggajian dan Pengupahan 

 Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau 

pengendalian internalnya sudah terlaksana dengan baik, dimana adanya 

organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional dalam 

melaksanakan tugas setiap pegawai yang ada pada Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau juga terdapat bagian tersendiri 

antara lain Sub.Bagian Umum adalah mengumpulkan data dan 

menyiapkan bahan usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, 

pemberian penghargaan, penempatan formasi, kesejahteraan pegawai, 

mutasi, pemberhentian pegawai, diklat, ujian diklat, ujian dinas, izin 

belajar, pembuatan kartu pegawai (KARPEG), Asuransi Kesehatan 

(ASKES), TASPEN, Kartu Istri/Suami (Karis/Karsu) dan Sub.Bagian 

Keuangan adalah mengelola tata usaha keuangan dan aset penyiapan 

pembayaran gaji pegawai, serta adanya sistem otoritas yaitu Setiap orang 

yang namanya tercantum dalam daftar gaji harus memiliki surat keputusan 

pengangkatan sebagai pegawai di Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Provinsi Riau, Setiap perubahan-perubahan gaji pegawai karena 

perubahan  pangkat perubahan gaji harus didasarkan pada surat 

keputusan dari Sub. Bagian Umum Badan Pengelola Keuangan dan Aset 
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Daerah Provinsi Riau. Setiap buku jam hadir atau absensi diotoritasi oleh 

Sub. Bagian Umum. Daftar gaji harus ditandatangani oleh Kepala 

Keuangan yang diotoritasi oleh Kepala Badan, selanjutnya terdapat 

praktek yang sehat dimana tujuannya untuk meningkatkan kinerja para 

pegawai dalam melaksanakan tugas setiap bagian yang ada pada Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, agar setiap kinerja 

para pegawai dapat terlaksana secara efektif dan efisien. 

.



 
 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

Dari uraian yang telah diungkapkan pada bab sebelumnya, maka dapat 

ditarik beberapa kesimpulan terhadap Prosedur Penggajian dan Pengupahan 

Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dan dari 

kesimpulan yang ada maka terdapat beberapa saran yang mungkin berguna. 

Berikut ini kesimpulan dan saran yang dapat penulis ajukan sebagai 

hasil praktek kerja lapangan yang penulis lakukan. 

A. KESIMPULAN 

1. BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) berdiri pada 

tanggal 1 Januari 2014. Pada saat itu bernama Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau yang merupakan 

penggabungan 2 (dua) Bagian di Sekretariat Daerah Pemerintah 

Provinsi Riau yaitu Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan. 

2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai tugas 

membantu kepala daerah dalam merumuskan dan melaksanakan 

kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset serta 

melaksanakan penyelenggaraan sebagian kewenangan yang 

dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku wakil 

pemerintah di daerah. 



 

 
 

3. Dokumen yang digunakan dalam prosedur penggajian dan 

pengupahan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Provinsi Riau terdapat buku jam hadir, daftar gaji dan rekap gaji. 

4. Fungsi yang terkait dalam penggajian dan pengupahan pada Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau antara lain 

adanya fungsi subbagian umum yang tugasnya mengumpulkan dan 

menyiapkan data, serta fungsi subbagian keuangan yang 

mempunyai tugas mengelola tata usaha keuangan dan aset 

penyiapan pembayaran gaji pegawai. 

5. Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau 

prosedur pencairan gaji terdiri dari adanya data kehadiran pegawai, 

lalu proses data pegawai akan diinput oleh subbagian umum, 

kemudian bidang perbendaharaan akan memproses data gaji dari 

daftar gaji, selanjutnya subbagian pengeluaran kas daerah 

menyetujui daftar gaji pegawai, setelah itu bank menerima data 

payroll, kemudian mentransfer gaji kerekening pribadi masing-

masing pegawai, dan terakhir pegawai menerima gaji melalui ATM. 

6. Unsur pengendalian internal pada Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah Provinsi Riau yaitu, adanya organisasi antara lain 

terdapat fungsi subbagian umum dan fungsi subbagian keuangan, 

kemudian adanya sistem otoritas dan praktek sehat. 

 

  



 
 

 
 

B. Saran  

1. Sebaiknya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi 

Riau menjalankan prosedur penggajian dan pengupahan sesuai 

dengan teori. 

2. Sebaiknya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi 

Riau menggunakan dokumen yang sesuai dengan teori yang 

dipelajari. 

3. Sebaiknya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi 

Riau mempertahankan pelaksaan pengendalian internal pada 

instansi tersebut. 
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